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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menjadi salah satu masalah serius yang meresahkan masyarakat saat ini. Kasus pencurian yang dilakukan dengan cara yang sangat merugikan dan berbahaya, seperti pencurian dengan kekerasan, perusakan, atau menggunakan senjata, dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang tegas dan pencegahan melalui edukasi serta peningkatan keamanan lingkungan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.
Konsep pencurian dalam keadaan memberatkan merujuk pada situasi di mana tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara atau kondisi yang memperberat hukuman pelaku. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu, dan jika dilakukan dalam keadaan memberatkan, dapat dikenakan hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan hukum.
Pengertian pencurian dalam keadaan memberatkan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam kondisi yang memperberat hukuman pelaku karena perbuatan tersebut dianggap sangat merugikan atau melanggar norma hukum secara serius. Keadaan memberatkan ini dapat berupa tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, perusakan, atau dilakukan di tempat umum yang menimbulkan ketakutan masyarakat, sehingga pelaku dianggap melakukan perbuatan yang lebih kejam dan berbahaya dari pencurian biasa.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 362 KUHP lama yang berbunyi sebagai berikut:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sedangkan dalam KUHP baru pengaturan tentang tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 476 yang berbunyi sebagai berikut:
Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Sedangkan pengertian pencurian dalam keadaan memberatkan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau didalam keadaan tertentu, sehingga akan bersifat lebih berat, oleh sebab itu akan diberikan hukuman atau pidana lebih berat dari hukuman pencurian biasa. Seperti pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu hal ini merupakan salah satu pemberatan dalam sanksi pencurian. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi yang melakukan pencurian disertai dengan yang diatas dihukum dengan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Pakar hukum pidana M. Sudrajat Bassar mengatakan bahwa pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian yang istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.[footnoteRef:1] [1: Sudrajat Bassar, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Remadja Karya, Bandung, (2002), hlm. 70.] 

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (equalificeerde deifstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokoknya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.[footnoteRef:2] [2: P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2023), hlm. 34. ] 

Adapun unsur-unsur lain yang dimaksudkan sebagai penyebab hukuman pencurian menjadi diperberat dapat dilihat pada ketentuan Pasal 363 KUHP lama, yaitu:[footnoteRef:3] [3: Solahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata, Visimedia, Jakarta, (2018), hlm. 86.] 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 477 KUHP yang baru dijelaskan tentang pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
b. pencurian benda purbakala;
c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
e. pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;
f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau 
g. pencurian secara bersama-sarna dan bersekutu.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan akan dilakukan proses penegakan hukum yang dimulai dari proses penyidikan oleh Kepolisian, proses penuntutan oleh Kejaksaan maupun proses peradilan yang dipimpin oleh Majelis Hakim. 
Proses penyidikan oleh Kepolisian dimulai setelah adanya laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat. Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, mengidentifikasi pelaku, dan menetapkan tersangka. Jika bukti cukup, polisi akan menerbitkan surat penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Berkas penyidikan akan dilengkapi dan diserahkan ke Kejaksaan.
Proses penuntutan oleh Kejaksaan dimulai dengan memeriksa berkas perkara dari Kepolisian. Jika berkas lengkap dan memenuhi syarat, Kejaksaan akan mengajukan surat dakwaan ke pengadilan, termasuk unsur keadaan memberatkan yang memperkuat hukuman. Kejaksaan bertugas untuk menuntut pelaku sesuai dengan ketentuan hukum.
Sedangkan proses peradilan yang dipimpin oleh Majelis Hakim dimulai dengan pelaku diadili di Pengadilan Negeri yang berwenang. Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan dakwaan dari jaksa. Hakim akan memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku, serta menjatuhkan hukuman yang sesuai, termasuk mempertimbangkan keadaan memberatkan yang terbukti selama persidangan.
Sebelum memutuskan suatu perkara, majelis hakim memiliki kewajiban untuk membuat pertimbangan hukum secara matang dan berlandaskan pada alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hukum ini berfungsi sebagai dasar logis dan yuridis dalam menjatuhkan putusan, sehingga putusan tersebut benar-benar berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang telah teruji di persidangan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim harus memenuhi asas keadilan, obyektivitas, dan kepastian hukum agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memperhatikan proses dan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa sangat krusial karena beberapa alasan, yaitu:
1. Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum  
Dengan memperhatikan proses dan dasar pertimbangan, hakim memastikan bahwa putusan yang diberikan didasarkan pada fakta dan bukti yang sah serta sesuai ketentuan hukum, sehingga keadilan dapat terwujud.
2. Menghindari Putusan yang Arbitrer atau Tidak Berdasarkan Hukum  
Dasar pertimbangan yang jelas dan proses yang benar mencegah terjadinya penyimpangan, keputusan yang sewenang-wenang, atau tidak berlandaskan hukum yang berlaku.
3. Memberikan Perlindungan terhadap Hak Terdakwa dan Pihak Lain  
Hak terdakwa untuk mendapatkan putusan yang adil dan berdasarkan fakta di persidangan terlindungi apabila hakim mengikuti proses dan dasar pertimbangan yang tepat.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan 
Keputusan yang didasarkan pada proses dan pertimbangan yang matang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
5. Sebagai Dasar Evaluasi dan Penyelesaian Sengketa di Masa Mendatang  
Pertimbangan hukum yang jelas menjadi acuan bagi hakim lain maupun pihak terkait dalam memahami alasan di balik keputusan, serta sebagai bahan evaluasi jika ada upaya banding atau kasasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana proses pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu:
Dalam memeriksa perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, saya sebagai hakim melakukan proses penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Langkah pertama adalah memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Selanjutnya, saya memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan terdakwa, seperti apakah perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, dilakukan saat malam hari atau dalam situasi yang memungkinkan tertutupnya identitas pelaku, serta apakah terdakwa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Saya juga mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal lain yang mengatur tentang keadaan memberatkan. Setelah menilai seluruh fakta dan bukti, saya membuat pertimbangan hukum bahwa keadaan memberatkan tersebut memang terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam menjatuhkan hukuman. Akhirnya, berdasarkan proses ini, saya memutuskan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan keadaan memberatkan, demi keadilan dan kepastian hukum.[footnoteRef:4] [4: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu:
Dalam memutus perkara ini, saya mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Pertama, saya menilai bukti-bukti yang telah diusulkan selama persidangan, terutama fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan memberatkan, seperti penggunaan kekerasan, perbuatan berulang, atau pelaku melakukan pencurian dalam situasi yang memperberat kejahatan tersebut. Kedua, saya merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pemberatan hukuman dalam tindak pidana pencurian. Ketiga, saya juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum, agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan dan tidak memberatkan terdakwa secara berlebihan namun tetap memberikan efek jera. Selanjutnya, faktor-faktor yang meringankan seperti penyesalan terdakwa, niat tidak jahat, atau kondisi sosial ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman ini. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, saya akan memutuskan hukuman yang tepat untuk terdakwa.[footnoteRef:5] [5: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa dasar pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa, khususnya pada kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu dasar pertimbangan bukti-bukti, dasar rujukan ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberatan atau peringanan hukuman, dasar aspek keadilan serta kepastian hukum, dan dasar hukum faktor-faktor yang meringankan hukuman. Semua dasar pertimbangan tersebut sepatutnya menjadi acuan yang harus ditaati oleh majelis hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
Untuk mengetahui kesesuaian teori dan konsep dasar pertimbangan hukum tersebut di atas dengan penerapan hukum yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat, peneliti akan melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tentang hukuman ringan yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan kronologis kasus tersebut serta bagaimana proses dan dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Berdasarkan Putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 4 oktober 2025 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa Dimas Saputra bertemu dengan terdakwa Markun (DPO) di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, lalu terdakwa Markun mengatakan “yok kita ambil besi dari Gudang telkom itu yok” lalu Terdakwa Dimas Saputra menjawab “gak lah bang, nanti kasus”, lalu dijawab oleh terdakwa Markun “udah gak ada itu, ayoklah” lalu terdakwa Dimas Saputra menjawab “benar ya bang, aman inikan” lalu dijawab oleh terdakwa Markun “iya aman”, lalu terdakwa Dimas Saputra berkata “yaudah ayoklah bang”, lalu terdakwa Markun menjawab “bukan malam ini, nanti jam-jam setengah tujuh pagi, jam enam kau keluar dari rumah dan datang kesini” dan Terdakwa Dimas Saputra menjawab “oke bang”.
Sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Dimas Saputra datang ke gudang tersebut dan melihat bahwa terdakwa Markun sudah berada di depan gudang, selanjutnya terdakwa Dimas Saputra dan terdakwa Markun langsung menuju ke gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, sesampainya di PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut terdakwa Dimas Saputra masuk duluan ke dalam gudang dengan cara memanjat dari pintu gerbang gudang dan disusul oleh teman terdakwa Markun, setelah di dalam gudang terdakwa Markun mengatakan “udah kau tengok aja orang, kau jongkok dekat gerbang itu”, lalu terdakwa Dimas Saputra menjawab “jadi aku disitu aja jongkok bang?”, lalu terdakwa Markun menjawab “iya” kemudian terdakwa Markun langsung mengambil barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut berupa 7 (tujuh) potong besi asset Telkomsel dengan menggunakan alat kunci Pas ukuran 19 (DPB) milik terdakwa Markun, lalu sekira pukul 06.40 Wib petugas jaga malam saksi Bambang Irwanto kembali ke gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, lalu pada saat Saksi membuka pintu gerbang dan melihat terdakwa Dimas Saputra sedang berada di dalam gudang tersebut, lalu Saksi bertanya kepada terdakwa Dimas saputra “kau ngapai disini?” lalu terdakwa Dimas saputra menjawab “mau ngambil besi pak”, lalu Saksi langsung mengamankan terdakwa Dimas Saputra dan membawa terdakwa Dimas Saputra ke pos, lalu terdakwa Markun langsung melarikan diri dari pintu gerbang dan membawa alat Kunci Pas ukuran 19 (DPB).
Selanjutnya saksi Bambang Irwanto menghubungi saksi Muhammad Razief Rachman, setelah saksi Muhammad Razief Rachman tiba di gudang tersebut kedua Saksi menemukan barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut berupa 7 (tujuh) potong besi asset Telkomsel yang sudah dikumpulkan menjadi satu tempat oleh terdakwa Markun, kemudian saksi Bambang Irwanto juga menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Medan Timur dan setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Timur tiba lalu mengintrogasi Terdakwa Dimas Saputra dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut.
Selanjutnya terdakwa Dimas Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Adapun kerugian yang di alami oleh PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut sebesar Rp 3.000.000. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana atau Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.
Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut:
1. Saksi Bambang Irwanto
Saksi Bambang Irwanto menerangkan bahwa yang Saksi Bambang Irwanto ketahui dengan perkara ini adalah PT. Daya Mitra Telkom Ro kecurian 7 (tujuh) potong besi asset Telkomsel. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tepatnya di gudang tempat penyimpanan asset milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut. Saksi Bambang Irwanto mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekitar pukul 06.20 Wib, Saksi Bambang Irwanto keluar dengan tujuan mengantar cucunya ke sekolah, sekira 15 menit Saksi Bambang Irwanto kembali ke gudang, lalu pada saat Saksi membuka gerbang gudang tersebut Saksi Bambang Irwanto meliihat Terdakwa dan saudara Markun sedang melakukan pencurian di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa berada di dekat gerbang dan Saksi Bambang Irwanto langsung mengamankannya, kemudian saudara Markun berhasil melarikan diri dan membawa alat yang digunakan yakni kunci pas ukuran 19 (DPB).
Kemudian Saksi Bambang Irwanto menemukan barang yang sudah dikumpulkan Terdakwa dan saudara Markun adalah 7 (tujuh) potong besi asset Telkomsel milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut dan sudah dimasukkan ke dalam goni, lalu Saksi Bambang Irwanto bertanya kepada Terdakwa tersebut mengapa Terdakwa berada disini lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau mengambil besi, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pos. 
Selanjutnya Saksi Bambang Irwanto menghubungi Saksi Dian Pribadi dan setelah Saksi Dian Pribadi tiba di gudang tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Razief Rachman dan pihak kepolisian dari Polsek Medan Timur, selanjutnya setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Timur tiba pihak kepolisian mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, kemudian Terdakwa dan bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Daya Mitra Telkom Ro mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000. Terhadap keterangan Saksi Bambang Irwanto tersebut, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Dian Pribadi 
Saksi Dian Pribadi menerangkan bahwa perkara ini adalah PT. Daya Mitra Telkom Ro kecurian 7 potong besi asset Telkomsel. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tepatnya di gudang tempat penyimpanan asset milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut. Saksi Dian Pribadi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada Hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekitar pukul 06.30 Wib, Saksi Dian Pribadi dihubungi oleh saksi Bambang Irwanto dengan mengatakan bahwa telah menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi Dian Pribadi langsung menuju gudang tempat penyimpanan asset Milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut yang ada di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, setelah Saksi Dian Pribadi tiba di gudang tersebut kemudian Saksi Dian Pribadi melihat Terdakwa yang telah diamankan oleh saksi Bambang Irwanto.
Kemudian setelah menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa caranya kedua Terdakwa tersebut melakukan pencurian terhadap barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Markun di Jalan Jati tidak jauh dari gudang penyimpanan asset Milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, lalu Terdakwa dan saudara Markun langsung menuju ke gudang tempat kejadian tersebut, lalu sesampainya disana Terdakwa masuk duluan ke dalam gudang dengan cara memanjat dari pintu gerbang gudang tersebut, disusul oleh saudara Markun. Kemudian setelah di dalam gudang tersebut saudara Markun mengatakan kepada Terdakwa untuk berjaga-jaga lalu saudara Markun langsung mengambil barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut berupa 7 potong besi asset Telkomsel dengan menggunakan alat yakni kunci pas ukuran 19/DPB milik saudara Markun dan memasukkan besi tersebut ke dalam goni yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saudara Markun, kemudian saksi Bambang Irwanto menghubungi saksi Muhammad Razief Rachman dan pihak kepolisian dari Polsek Medan Timur.
Selanjutnya setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Timur tiba lalu mengintrogasi Terdakwa dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Daya Mitra Telkom Ro mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000. Terhadap keterangan Saksi Dian Pribadi tersebut Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi Muhammad Razief Rachman
Saksi Muhammad Razief Rachman bahwa perkara ini adalah PT. Daya Mitra Telkom Ro kecurian 7 potong besi asset Telkomsel. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tepatnya di gudang tempat penyimpanan asset milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut. Saksi Muhammad Razief Rachman mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi dihubungi oleh saksi Bambang Irwanto dengan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di gudang tempat penyimpanan asset milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut yang ada di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan pelakunya yaitu Terdakwa sudah diamankan sedangkan satu orang lagi temannya yaitu saudara Markun berhasil melarikan diri, setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung ke Polsek Medan Timur untuk membuat laporan pengaduan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Markun.
Kemudian dari interogasi yang dilakukan pihak Polsek Medan Timur terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Razief Rachman mengetahui cara Terdakwa dan saudara Markun melakukan pencurian terhadap 7 potong besi asset Telkomsel tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Markun di Jalan Jati tidak jauh dari gudang penyimpanan asset Milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, lalu Terdakwa dan saudara Markun tersebut langsung menuju ke gudang tempat kejadian tersebut, lalu sesampainya disana Terdakwa masuk duluan ke dalam gudang dengan cara memanjat dari pintu gerbang gudang tersebut dan disusul oleh temannya saudara Markun. Kemudian setelah di dalam gudang tersebut saudara Markun mengatakan kepada Terdakwa untuk berjaga-jaga kemudian saudara Markun langsung mengambil barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut berupa 7 potong besi asset Telkomsel dengan menggunakan alat yakni Kunci Pas ukuran 19/DPB milik saudara Markun dan memasukkan besi tersebut ke dalam goni yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saudara Markun. 
Kemudian saksi Bambang Irwanto menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Medan Timur, selanjutnya setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Timur tiba lalu mengintrogasi Terdakwa dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Daya Mitra Telkom Ro mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000. Terhadap keterangan Saksi Muhammad Razief Rachman tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Terdakwa Dimas Saputra
Terdakwa Dimas Saputra di persidangan telah memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa sebab Terdakwa Dimas Saputra dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa Dimas Saputra telah mencuri 7 potong besi asset Telkomsel. Pencurian tersebut dilakukan Terdakwa Dimas Saputra pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tepatnya di gudang tempat penyimpanan asset milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut.
Terdakwa Dimas Saputra melakukan pencurian tersebut bersama saudara Markun. Cara Terdakwa Dimas Saputra dan saudara Markun melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa lebih dahulu memanjat dari pintu gerbang gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut lalu disusul oleh saudara Markun, setelah di dalam gudang tersebut saudara Markun meminta Terdakwa Dimas Saputra untuk berjaga-jaga, kemudian saudara Markun mengambil 7 potong besi asset Telkomsel yang disimpan di gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut dengan menggunkan alat berupa kunci pas ukuran 19 milik saudara Markun, lalu 7 potong besi tersebut dimasukkan dalam karung goni. 
Timbulnya niat Terdakwa Dimas Saputra untuk melakukan pencurian adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 oktober 2025 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa Dimas Saputra bertemu dengan saudara Markun di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, kemudian saudara Markun mengajak Terdakwa Dimas Saputra untuk mencuri di gudang penyimpanan asset Telkomsel milik PT Daya Mitra Telkom Ro, semula Terdakwa Dimas Saputra sempat menolak ajakan dari saudara Markun namun saudara Markun kemudian meyakinkan Terdakwa Dimas Saputra untuk mencuri di gudang penyimpanan asset milik PT Daya Mitra Telkom Ro tersebut sehingga Terdakwa Dimas Saputra mau mengikuti ajakan saudara Markun, kemudian saudara Markun memberi tahu Terdakwa Dimas Saputra bahwa pencurian tersebut akan dilakukan pada jam 6.00 Wib.
Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa Dimas Saputra datang ke gudang tersebut dan melihat saudara Markun sudah ada di depan gudang, selanjutnya Terdakwa Dimas Saputra dan saudara Markun langsung menuju gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, sesampainya di PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, Terdakwa Dimas Saputra bersama saudara Markun melakukan pencurian 7 potong besi tersebut. 7 potong besi tersebut sudah dimasukkan ke dalam goni akan tetapi belum sempat dibawa keluar karena sekira pukul 06.40 Wib saksi Bambang Irwanto kembali ke gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, lalu membuka pintu gerbang dan melihat Terdakwa Dimas Saputra sedang berada di dalam gudang tersebut, sehingga saksi Bambang Irwanto mengamankan Terdakwa Dimas Saputra dan membawa ke Pos, sedangkan saudara Markun berhasil melarikan diri dari pintu gerbang dengan membawa kunci pas ukuran 19 miliknya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian dari Polsek Medan Timur datang lalu mengintrogasi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
Terdakwa Dimas Saputra menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan pencurian dari gudang penyimpanan asset milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut tersebut. Tujuan Terdakwa Dimas Saputra melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi keperluan Terdakwa Dimas Saputra. Adapun barang bukti berupa 1 potong baju kaos berwarna biru toska adalah pakaian yang dipakai Terdakwa Dimas Saputra pada saat melakukan pencurian tersebut. Terdakwa Dimas Saputra merasa bersalah, Terdakwa Dimas Saputra belum pernah dihukum.
5. Barang Bukti
Penuntut Umum telah mengajukan bebrapa barang bukti untuk mendukung dakwaannya tersebut yaitu berupa 7 potong besi asset telkomsel dan 1 potong baju kaos warna biru toska. 
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, setelah diperiksa maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di gudang tempat penyimpanan asset milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut yang terletak di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Terdakwa Dimas Saputra bersama saudara Markun telah mengambil 7 potong besi asset Telkomsel yang disimpan di Gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut.
Cara Terdakwa Dimas Saputra dan saudara Markun mengambil 7 potong besi asset Telkomsel tersebut adalah dengan cara memanjat dari pintu gerbang gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, setelah di dalam gudang tersebut saudara Markun meminta Terdakwa Dimas Saputra untuk berjaga-jaga, kemudian saudara Markun mengambil 7 potong besi asset Telkomsel yang disimpan di gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut dengan menggunkan alat berupa kunci pas ukuran 19 milik saudara Markun, lalu 7 potong besi tersebut dimasukkan dalam karung goni.
Timbulnya niat Terdakwa Dimas Saputra untuk melakukan pencurian adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 oktober 2025 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa Dimas Saputra bertemu dengan saudara Markun di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, kemudian saudara Markun mengajak Terdakwa Dimas Saputra untuk mencuri di gudang penyimpanan asset Telkomsel milik PT Daya Mitra Telkom Ro, semula Terdakwa Dimas Saputra sempat menolak ajakan dari saudara Markun namun saudara Markun kemudian meyakinkan Terdakwa Dimas Saputra untuk mencuri di gudang penyimpanan asset milik PT Daya Mitra Telkom Ro tersebut sehingga Terdakwa Dimas Saputra mau mengikuti ajakan saudara Markun tersebut. Kemudian saudara Markun memberi tahu Terdakwa Dimas Saputra bahwa pencurian tersebut akan dilakukan pada jam 6.00 Wib.
Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa Dimas Saputra datang ke gudang tersebut dan melihat saudara Markun sudah ada di depan gudang, selanjutnya Terdakwa Dimas Saputra dan saudara Markun langsung menuju gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, sesampainya di PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, Terdakwa Dimas Saputra bersama saudara Markun melakukan pencurian dengan cara yang diuraikan sebelumnya. 7 potong besi tersebut belum sempat dibawa dan dijual karena terlebih dahulu ketahuan dan ditangkap oleh saksi Bambang Irwanto selaku penjaga gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut. Tujuan Terdakwa mengambil 7 potong besi asset Telkomsel tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi keperluan Terdakwa. Tidak ada izin dari pihak PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut kepada Terdakwa Dimas Saputra dan saudara Markun untuk mengambil 7 potong besi asset Telkomsel tersebut. Adapun barang bukti berupa 1 potong baju kaos berwarna biru toska adalah pakaian yang dipakai Terdakwa Dimas Saputra pada saat melakukan pencurian tersebut. Terdakwa Dimas Saputra merasa bersalah dan Terdakwa Dimas Saputra belum pernah dipidana.
Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa pada saat perkara ini dilimpahkan, hukum acara yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun l981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981), sementara pada saat diperiksa dan diputus telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 369 KUHAP 2025. 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf c dan d KUHAP 2025, hukum acara yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara ini bergantung kepada pemeriksaan Terdakwa, manakala Terdakwa sudah diperiksa sebelum berlakunya KUHAP 2025 maka ketentuan hukum acara yang berlaku adalah KUHAP 1981, apabila Terdakwa diperiksa sesudah berlakunya KUHAP 2025 maka hukum acara yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah KUHAP 2025. 
Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud pemeriksaan terdakwa dalam Pasal 361 KUHAP 2025 adalah persidangan yang memeriksa identitas Terdakwa. Menimbang bahwa pemeriksaan identitas Terdakwa dalam perkara ini berlangsung pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang artinya belum berlaku KUHAP 2025, sehingga dengan demikian hukum acara yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah KUHAP 1981. 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP 1981, Majelis Hakim dalam mengambil putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam mengambil putusan dalam perkara tersebut.
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah 1) Pencurian; 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 3) Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Unsur Pencurian
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud “Mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak. Untuk dapat memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama saudara Markun telah mengambil 7 potong besi asset Telkomsel oleh karena besi tersebut telah berpindah dari semula terletak dan tersimpan di dalam gudang PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, selanjutnya dilepas dan dimasukkan ke dalam karung goni sehingga sepenuhnya berada dalam kekuasaan Terdakwa bersama saudara Markun. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya bahwa 7 potong besi asset Telkomsel tersebut seluruhnya adalah milik Telkomsel yang disimpan di dalam gudang PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut. Telah terbukti pula bahwa tujuan Terdakwa bersama saudara Markun mengambil 7 potong besi asset Telkomsel tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama saudara Markun, dan pengambilannya dilakukan tanpa seizin pihak Telkomsel dan/atau PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut selaku pemiliknya serta tujuan Terdakwa mengambil besi tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi keperluan sehari-hari. Dengan demikian, menurut majelis hakim pertimbangan terhadap unsur “Pencurian” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa.
2. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa peristiwa pengambilan 7 potong besi asset Telkomsel milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut dilakukan dengan bersekutu oleh Terdakwa bersama saudara Markun dengan peran sama-sama merencanakan pencurian, sama-sama memanjat pintu gudang dan masuk ke dalam gudang, pada waktu saudara Markun mengambil dan memasukkan 7 potong besi ke dalam karung goni, Terdakwa mengambil peran berjaga-jaga. Oleh karenanya unsur kedua ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.
3. Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Membongkar, Memecah atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti. Menurut majelis hakim, yang dimaksud “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Yang dimaksud ”Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya. Yang diartikan sebagai “Memanjat”, selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir). Yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci. Bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar. Yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan 7 potong besi asset Telkomsel tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara Markun dengan cara memanjat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut majelis hakim unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada angka 1 dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.
Menimbang bahwa peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum terjadi sebelum berlakunya KUHP 2023, sementara pada saat perkara ini diperiksa dan diputus telah berlaku KUHP 2023 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 624 KUHP 2023 tersebut, sehingga untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan pidana yang akan diterapkan dalam memutus perkara ini KUHP 2023 atau KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 1946 pengacuannya telah diganti dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023. Setelah memperbandingkan ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 1946 dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023, majelis hakim berpendapat bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 1946 tidak lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023, sehingga oleh karena itu dalam memutus perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023. 
Menimbang bahwa Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023, unsur-unsurnya adalah 1) Setiap orang, 2) Yang melakukan pencurian, 3) Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, 4) Secara bersama-sarna dan bersekutu. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 1946 tersebut di atas, ternyata telah terbukti unsur pencurian, unsur dengan cara memanjat untuk sampai pada barang yang diambil dan unsur secara bersama-sama dan bersekutu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 1946, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023 juga telah terpenuhi seluruhnya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana pengacuannya diganti dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023. 
Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, dan meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum tersebut, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, Terdakwa tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya.
Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa dan pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya.
Memperhatikan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal VII angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Dimas Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Mengacu kepada tata cara proses pertimbangan hakim yang telah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn telah melakukan proses pemeriksaan dan penilaian bukti-bukti secara cermat dan menyeluruh selama persidangan. Hal ini tercermin dari fakta bahwa hakim memeriksa bukti fisik, saksi-saksi, serta keterangan terdakwa secara objektif dan kritis.
Selain itu, hakim menunjukkan kecermatan dalam menilai relevansi dan kekuatan bukti yang diajukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penilaian ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada fakta-fakta yang sah dan meyakinkan, serta memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Hasil analisis ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya sekadar menerima bukti secara sepihak, tetapi secara aktif memeriksa dan menilai setiap bukti dengan standar profesional dan objektif. Tindakan ini sesuai dengan norma hukum dan etika peradilan yang mengharuskan hakim melakukan pemeriksaan mendalam sebelum memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, keberhasilan hakim dalam memeriksa dan menilai bukti menjadi salah satu indikator kualitas proses peradilan yang adil dan berimbang dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut.
2. Merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn secara tegas merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946 maupun Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penunjukan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim melakukan pendekatan hukum secara kontekstual dan komprehensif, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang relevan sesuai dengan keadaan dan unsur tindak pidana pencurian yang terjadi.
Penggunaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pengadopsian ketentuan baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 menandai adanya upaya penyesuaian dan sinkronisasi antara hukum pidana lama dan yang baru, guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku. Selain itu, rujukan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya mengandalkan satu sumber hukum, tetapi juga memperhatikan evolusi peraturan dan ketentuan terbaru yang memiliki relevansi langsung terhadap delik yang sedang diperkarakan. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan ketelitian hakim dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam proses peradilan pidana.
Secara keseluruhan, tindakan hakim yang merujuk kepada ketentuan hukum tersebut memperkuat aspek legalitas dan legitimasi dari putusan yang dikeluarkan, serta menunjukkan upaya penerapan hukum secara tepat dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn secara aktif mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari cara hakim menyeimbangkan antara penerapan norma hukum yang berlaku dan realitas fakta di lapangan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif.
Pertimbangan terhadap keadilan tercermin dari upaya hakim untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi secara adil, termasuk hak terdakwa, korban, dan masyarakat. Sementara itu, aspek kepastian hukum dijaga melalui penerapan norma hukum yang jelas dan konsisten, serta merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku secara tepat.
Penggabungan kedua aspek ini menunjukkan bahwa hakim tidak bersifat dogmatis atau semata-mata mengedepankan aspek formal, tetapi juga memperhatikan aspek normatif dan moral dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mampu menyeimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pendekatan ini merupakan indikator profesionalisme dan integritas hakim dalam menjalankan fungsi peradilan secara optimal.
4. Mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan bagi terdakwa
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn secara cermat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan bagi terdakawa yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, Terdakwa tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penilaian tidak bersifat sepihak, melainkan memperhatikan aspek-aspek yang dapat memengaruhi keadilan dalam putusan pidana.
Dalam konteks ini, hakim mengidentifikasi faktor-faktor yang memberatkan terdakwa, seperti perbuatan yang menunjukkan kesengajaan, berbahaya bagi masyarakat, atau berulang kali melakukan tindak pidana yang sama. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan selama proses persidangan, penyesalan terdakwa, atau adanya faktor-faktor yang menunjukkan terdakwa memiliki niat tidak jahat, juga dipertimbangkan secara proporsional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang dianggap memberatkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penetapan hukuman dalam putusan ini, yaitu dalam mempertimbangkan faktor-faktor memberatkan dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdapat beberapa hal yang menunjukkan keadaan yang memperkuat keparahan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Faktor-faktor tersebut meliputi, antara lain:
1. Tindak pidana dilakukan secara berulang atau dalam keadaan yang menunjukkan niat jahat yang serius.
2. Keadaan terdakwa yang menunjukkan bahwa tindakan pencurian dilakukan dengan cara yang merugikan korban secara signifikan, seperti memasuki rumah atau tempat usaha secara paksa.
3. Pengulangan perbuatan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki perilaku meskipun sudah pernah mendapatkan sanksi sebelumnya.
4. Adanya kekerasan atau ancaman terhadap korban apabila terdapat unsur kekerasan dalam tindak pidana tersebut.
Pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap penetapan hukuman adalah faktor-faktor memberatkan tersebut meningkatkan tingkat keparahan pidana yang seharusnya dijatuhkan, karena menunjukkan niat jahat dan sifat kejam dari perbuatan terdakwa. Meskipun begitu, dalam putusan ini, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan yang dimiliki terdakwa, seperti sikap sopan selama persidangan dan rasa penyesalan yang ditunjukkan. Akibatnya, meskipun terdapat faktor memberatkan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang relatif ringan, sebagai bentuk keadilan yang berimbang, dengan memperhatikan seluruh aspek pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Demikian, faktor-faktor memberatkan tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan utama dalam menentukan tingkat hukuman, namun tidak menyebabkan pemberatan hukuman secara drastis, agar tetap sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas.[footnoteRef:6] [6: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang cara menyeimbangkan faktor memberatkan dengan pertimbangan lain seperti kondisi terdakwa, keadaan sosial, dan motivasi terdakwa, yaitu dalam menjatuhkan putusan, hakim selalu berusaha untuk menerapkan prinsip keadilan yang berimbang dan proporsional. Oleh karena itu, dalam menilai faktor memberatkan, hakim juga memperhatikan pertimbangan lain yang relevan, seperti kondisi terdakwa, termasuk usia, kesehatan, dan latar belakang pribadi, yang dapat mempengaruhi tingkat tanggung jawab dan kemampuan terdakwa untuk menjalani hukuman. Keadaan sosial terdakwa, seperti latar belakang keluarga, pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal, yang memberikan gambaran mengenai dampak sosial dari hukuman yang dijatuhkan serta potensi rehabilitasi. Motivasi terdakwa, apakah tindakan tersebut dilakukan karena desakan ekonomi, tekanan lingkungan, atau faktor lainnya yang dapat memperlihatkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersikap kriminal secara berencana dan sadar.[footnoteRef:7] [7: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

Dalam proses pertimbangan tersebut, hakim menyeimbangkan faktor-faktor tersebut dengan faktor memberatkan yang ada. Jika kondisi terdakwa menunjukkan adanya aspek pembelaan atau faktor pemaaf, hakim memberikan pertimbangan untuk menetapkan hukuman yang tidak terlalu berat. Sebaliknya, jika faktor memberatkan lebih dominan dan menunjukkan niat jahat, maka hukuman akan disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak pidana dan faktor-faktor tersebut. Pada akhirnya, hakim berusaha untuk memberikan putusan yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga keadilan dan keperdulian terhadap kondisi terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil bersifat adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.[footnoteRef:8] [8: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah faktor keadaan memberatkan tersebut dipertimbangkan sebagai dasar utama atau sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman ringan. Dalam penjatuhan hukuman, faktor keadaan memberatkan tidak dipergunakan sebagai dasar utama, melainkan sebagai salah satu pertimbangan penting yang harus diimbangi dengan faktor-faktor lain, seperti kondisi terdakwa, keadaan sosial, dan motivasi terdakwa. Dalam kasus ini, meskipun terdapat faktor keadaan memberatkan yang menunjukkan adanya unsur keparahan dan niat jahat dari terdakwa, hakim menilai bahwa faktor-faktor lain yang meringankan, seperti sikap sopan, penyesalan, dan kondisi sosial terdakwa, memiliki bobot yang cukup signifikan. Oleh karena itu, faktor keadaan memberatkan tersebut hakim jadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukuman yang tidak terlalu berat, sehingga tercapai keadilan yang seimbang dan proporsional. Dengan kata lain, faktor keadaan memberatkan bukanlah dasar utama, melainkan bagian dari pertimbangan keseluruhan yang mempengaruhi putusan akhir, agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses dan dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman ringan terdakwa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn yaitu proses pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman ringan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Hakim tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor memberatkan, seperti perbuatan terdakwa yang menunjukkan kesengajaan dan berbahaya, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek yang meringankan, seperti sikap sopan, penyesalan, dan keadaan terdakwa yang masih muda serta tidak memiliki catatan kriminal. Sedangkan dasar pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta penerapan prinsip keadilan substantif, sehingga meskipun terdapat faktor memberatkan, hakim tetap memutuskan untuk memberikan hukuman ringan sebagai bentuk penegakan keadilan yang humanis dan proporsional. Keputusan ini menunjukkan bahwa proses penjatuhan hukuman tidak bersifat otomatis, melainkan melalui penilaian yang mendalam terhadap seluruh aspek yang relevan, termasuk konteks sosial dan pribadi terdakwa.
B. Aspek Keadilan dan Asas-Asas Hukum yang Dipertimbangkan oleh Hakim untuk Menetapkan Hukuman Ringan

Dalam sistem peradilan pidana, penetapan hukuman tidak hanya sekadar menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal atau ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan asas-asas hukum yang mendasarinya. Keadilan adalah tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Dengan memperhatikan aspek keadilan, hukuman yang dijatuhkan akan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan terdakwa, serta mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat.[footnoteRef:9] [9: Muhammad Tahir Laming, Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan, Jurnal Meraja, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 270. ] 

Penetapan hukuman yang sesuai dengan asas-asas hukum dan keadilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak diskriminatif. Asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas proporsionalitas memberikan kepastian hukum dalam penjatuhan hukuman. Hal ini penting agar hukuman yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan moral.
Penetapan hukuman yang berlandaskan keadilan dan asas-asas hukum juga bertujuan untuk mendorong terdakwa untuk sadar akan kesalahannya dan berusaha melakukan rehabilitasi, sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Asas-asas hukum menuntut agar hukuman tidak terlalu berat maupun terlalu ringan, melainkan proporsional dengan perbuatan terdakwa. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru dan menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, mempertimbangkan aspek keadilan dan asas-asas hukum dalam menetapkan hukuman merupakan landasan utama untuk memastikan bahwa putusan peradilan bersifat adil, proporsional, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini juga merupakan wujud nyata dari prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.[footnoteRef:10] [10: Ibid. ] 

Teori aspek keadilan merupakan salah satu pendekatan dalam pemikiran hukum dan filsafat hukum yang menitikberatkan pada penerapan keadilan dalam setiap keputusan dan tindakan hukum. Aspek keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan hak, kewajiban, serta perbuatannya. Aspek keadilan mengacu pada prinsip bahwa hukum harus mampu menciptakan keadilan substantif, yaitu keadilan yang nyata dan menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan ini meliputi keadilan distributif (pembagian sumber daya dan hak secara adil), keadilan retributif (hukuman yang sesuai dan adil terhadap pelanggaran), serta keadilan prosedural (prosedur yang adil dalam proses peradilan).
Hukuman dan keputusan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi terdakwa maupun korban. Tidak boleh berlebihan maupun kurang dari yang seharusnya. Keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Keputusan harus didasarkan pada kebenaran dan moral yang berlaku dalam masyarakat, bukan semata-mata mengikuti aturan formal tanpa memperhatikan konteks sosial. Setiap individu harus diperlakukan dengan hormat terhadap hak asasi mereka, dan keadilan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Teori aspek keadilan sangat penting karena memberikan dasar moral dan normatif dalam penegakan hukum. Ia memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal dan mekanistik, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan yang dirasakan dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, keadilan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan kedamaian sosial.
Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Guna mewujudkan suatu keadilan harus mengetahui apa arti keadilan itu seutuhnya. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang setidaknya mendekati, dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.[footnoteRef:11] [11: Sayyid Qutb, Keadilan Sosial dalam Islam, Mizan, Bandung, (2023), hlm. 99.] 

Keadilan, menurut filsuf termasyhur Aristoteles, dalam tulisannya “Retorica” membedakan keadilan dalam dua macam. Pertama, keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Kedua, keadilan kumulatif atau justitia cummulativa. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.[footnoteRef:12] [12: Muhammad Tahir Laming, Op.Cit., hlm. 272.] 

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam, membedakan keadilan dalam dua kelompok. Pertama, keadilan umum (justitia generalis), yakni keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini debedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) keadilan distributif (justitia distributiva), yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, (2) keadilan kumulatif (justitia cummulativa), keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi, (3) keadilan vindikatif (justitia vindicativa), keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.[footnoteRef:13] [13: Ibid. ] 

Sedangkan Notohamidjojo mengklasifikasikan keadilan menjadi dua, yaitu pertama, keadilan kreatif (iustitia creativa). Keadilan keratif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Kedua, keadilan protektif (iustitia protectiva). Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.[footnoteRef:14] [14: Ibid. ] 

Menurut John Raws, keadilan adalah ukuran yang harus diberikan guna mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan, yaitu (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Raws memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.[footnoteRef:15] [15: Ibid. ] 

Dari beberapa pendapat para pakar di atas, masing-masing memiliki analisis yang kuat, dan yang pasti sejalan dengan keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia yang disebut juga keadilan sosial yang secara jelas dicantumkan dalam pancasila, sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hakim sebelum membuat suatu putusan pidana terhadap terdakwa, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek keadilan yang terdiri dari:[footnoteRef:16] [16: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

1. Keadilan Distributif
Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa. Hukuman harus memenuhi prinsip pemberian yang proporsional dan adil sesuai dengan peran dan tingkat keparahan kejahatan.
2. Keadilan Retributif
Hukuman harus memberi keadilan bagi korban dan masyarakat, sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan terdakwa. Hukuman harus mampu memberikan rasa keadilan dan kepuasan moral.
3. Keadilan Procedural 
Hakim harus memastikan bahwa proses penjatuhan hukuman dilakukan secara adil, jujur, dan terbuka, serta memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan mengemukakan pembelaan.
4. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban 
Hakim harus menyeimbangkan hak terdakwa dan hak korban serta masyarakat, sehingga hukuman tidak berlebihan dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil.
5. Perlakuan Adil dan Tanpa Diskriminasi
Hukuman harus diberikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau aspek lain yang tidak relevan, demi menjaga keadilan sosial.
6. Aspek Moral dan Nilai-Nilai Sosial
Penjatuhan hukuman harus memperhatikan norma dan nilai-nilai moral dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukuman tersebut dapat diterima secara sosial dan mencerminkan keadilan moral.
7. Rehabilitasi dan Pembinaan
Selain keadilan retributif, aspek keadilan juga mencakup upaya rehabilitasi terdakwa agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif dan tidak mengulangi kejahatan.
Sedangkan untuk asas-asas hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat suatu putusan terhadap terdakwa terdiri dari:[footnoteRef:17] [17: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

1. Asas Legalitas (Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege)
Hakim harus memastikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diatur dan diancam hukuman dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Tidak boleh menjatuhkan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas.
2. Kepastian Hukum
Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hasil pengadilan memiliki kejelasan dan kestabilan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Asas Proporsionalitas
Hukuman harus seimbang dan proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak dari kejahatan yang dilakukan terdakwa. Hukuman tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan.
4. Asas Perintah Hukum (Lex Certa)
Hakim harus mengikuti ketentuan hukum yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah dalam menentukan hukuman, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Asas Keadilan Formal dan Material
Hukuman harus sesuai dengan ketentuan hukum dan juga memperhatikan keadilan substantif, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dalam putusan.
6. Penerapan Ketentuan Hukum yang Berlaku
Hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru, serta menghindari penjatuhan hukuman berdasarkan kebiasaan atau ketentuan yang usang.
Terkait dengan pembahasan penelitian ini tentang aspek keadilan dan asas-asas hukum yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan hukuman ringan dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn dapat diketahui bahwa dalam putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn, hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan dan asas-asas hukum secara mendalam sebagai dasar dalam menetapkan hukuman ringan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada sanksi formal, tetapi juga pada keadilan moral dan sosial.
Keadilan yang dipakai oleh hakim didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural. Dalam konteks ini, hakim menilai kondisi terdakwa yang masih muda, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, serta menunjukkan penyesalan dan sikap sopan selama proses persidangan. Pertimbangan ini bertujuan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang dan sesuai dengan kondisi terdakwa, sehingga menciptakan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan terdakwa.
Secara umum, proses dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman ringan didasarkan pada penerapan aspek keadilan yang komprehensif dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial demi terciptanya keadilan yang utuh serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang hakim menilai penerapan prinsip keadilan dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, yaitu:
Dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus ini, saya sebagai hakim berusaha menerapkan prinsip keadilan secara menyeluruh dan objektif. Saya memperhatikan aspek keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa hukuman yang diberikan proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan terdakwa. Selain itu, saya juga memperhatikan keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, serta memperhatikan aspek moral dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam proses pengambilan putusan, saya juga memastikan bahwa pertimbangan hukum dan fakta-fakta di persidangan diakomodasi secara adil, serta prosedur pengadilan berjalan secara objektif dan transparan. Saya berupaya menyeimbangkan hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak masyarakat serta korban untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan diharapkan mampu mencerminkan keadilan yang seimbang, baik dari segi hukum maupun aspek kemanusiaan dan sosial.[footnoteRef:18] [18: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan hukuman, ia berupaya menerapkan prinsip keadilan secara menyeluruh dan objektif. Penegasan ini menunjukkan komitmen hakim untuk menghindari subjektivitas dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang ada, bukan emosi atau tekanan eksternal. Hakim juga menyebutkan bahwa ia memperhatikan keadilan distributif, yaitu hukuman yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak kejahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang menuntut keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman. Selain itu, penekanan pada keadilan retributif sebagai bentuk pembalasan yang setimpal memperlihatkan bahwa hakim berusaha memastikan hukuman tidak berlebihan dan tidak kurang, demi keadilan moral dan sosial.
Menurut analisis peliti, hakim mengakui pentingnya memperhatikan aspek moral dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada norma hukum formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya, guna memastikan penerimaan dan keadilan yang bermakna. Hakim juga menegaskan bahwa ia berusaha menyeimbangkan hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan adil dan hak masyarakat serta korban untuk mendapatkan keadilan. Ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan manusiawi dalam proses peradilan pidana. Hakim juga menyatakan bahwa proses pengambilan putusan dilakukan secara adil, objektif, dan transparan, menegaskan pentingnya tata cara pengadilan yang sesuai prosedur serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Dengan demikian, jawaban hakim di atas menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman, termasuk aspek proporsionalitas, moralitas, dan keadilan sosial. Penekanan pada keseimbangan antara berbagai aspek ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif dan prosedural. Namun, untuk analisis yang lebih lengkap, peneliti juga dapat menyoroti pentingnya penerapan prinsip ini secara konkret, misalnya melalui pertimbangan-pertimbangan spesifik dalam kasus tertentu, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diintegrasikan ke dalam keputusan hakim secara praktis.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang sejauh mana faktor keadaan pribadi terdakwa seperti usia, sikap penyesalan, dan kondisi sosial mempengaruhi keputusan hukuman, yaitu:
Dalam proses penjatuhan hukuman, saya sebagai hakim mempertimbangkan berbagai faktor keadaan pribadi terdakwa, seperti usia, sikap penyesalan, dan kondisi sosial, sebagai bagian dari penilaian yang objektif dan berimbang. Usia terdakwa menjadi pertimbangan penting, karena usia yang masih muda dapat menunjukkan potensi untuk melakukan perubahan dan rehabilitasi. Sebaliknya, usia yang sudah dewasa matang juga memberi gambaran tentang tingkat kedewasaan dan tanggung jawab yang harus dipikul. Sikap penyesalan yang ditunjukkan terdakwa selama proses persidangan juga menjadi bahan pertimbangan, karena menunjukkan niat untuk bertanggung jawab dan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan. Sikap ini dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman, dengan harapan dapat memotivasi proses rehabilitasi. Selain itu, kondisi sosial terdakwa, seperti latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta faktor ekonomi, juga saya pertimbangkan. Faktor ini relevan karena dapat mempengaruhi perilaku dan peluang terdakwa untuk memperbaiki diri. Namun, dalam menentukan hukuman, saya tetap berpegang pada prinsip bahwa hukuman harus proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatannya. Faktor keadaan pribadi ini saya jadikan sebagai pertimbangan tambahan, bukan sebagai penghapus atau pengurang utama, agar tetap menjaga keadilan dan kepastian hukum.[footnoteRef:19] [19: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban tersebut menunjukkan bahwa Hakim menyatakan faktor usia, sikap penyesalan, dan kondisi sosial terdakwa dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian yang objektif dan berimbang. Ini menunjukkan bahwa hakim menyadari pentingnya aspek non-hukum dalam proses putusan, yang dapat mempengaruhi keadilan substantif. Hakim juga menyoroti bahwa usia yang masih muda dapat menunjukkan potensi untuk melakukan perubahan dan rehabilitasi, sedangkan usia dewasa mencerminkan tingkat kedewasaan dan tanggung jawab. Ini mencerminkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada masa depan, serta memperlihatkan bahwa usia dapat mempengaruhi pertimbangan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat.
Menurut analisis peneliti, pengakuan bahwa sikap penyesalan selama proses persidangan dapat menjadi faktor yang meringankan menunjukkan bahwa hakim mengapresiasi aspek moral dan psikologis terdakwa. Sikap ini dianggap sebagai indikator niat baik dan kesadaran akan kesalahan, yang relevan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan moral terdakwa. Hakim juga menyebutkan latar belakang keluarga, lingkungan, dan faktor ekonomi sebagai pertimbangan, yang menunjukkan pemahaman bahwa faktor sosial dapat mempengaruhi perilaku dan peluang terdakwa untuk memperbaiki diri. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan memperhatikan konteks sosial terdakwa.
Menurut analisis peneliti, meskipun mempertimbangkan faktor pribadi, hakim menegaskan bahwa hukuman tetap harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya. Ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta menghindari penerapan hukuman yang tidak sesuai atau berlebihan. Hakim tidak menganggap faktor pribadi sebagai penghapus atau pengurang utama, melainkan sebagai aspek penunjang dalam proses penilaian. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara aspek hukum dan aspek kemanusiaan.
Dengan demikian, jawaban hakim tersebut di atas menunjukkan pemahaman yang matang tentang pentingnya faktor keadaan pribadi dalam proses penjatuhan hukuman. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim berusaha mencapai keadilan yang berimbang dengan memperhatikan aspek moral, sosial, dan rehabilitatif, tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas. Namun, untuk memperkuat argumen ini, peneliti juga dapat menyoroti bagaimana faktor-faktor tersebut diintegrasikan secara praktis dalam pertimbangan hukum dan apakah faktor tersebut benar-benar mempengaruhi tingkat hukuman secara signifikan dalam kasus nyata.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor tertentu yang menyebabkan hakim memilih hukuman ringan walaupun terdapat kondisi memberatkan dalam putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut, yaitu:
Dalam menentukan hukuman, saya sebagai hakim berpedoman pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Meskipun terdapat kondisi memberatkan dalam kasus ini, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan saya sehingga memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang relatif ringan. Pertama, saya memperhatikan aspek niat dan keadaan terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus, sikap bertanggung jawab, dan upaya untuk memperbaiki diri, hal ini menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang tidak terlalu berat. Kedua, usia terdakwa yang masih muda atau kondisi sosial tertentu juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, saya mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki potensi untuk rehabilitasi dan tidak semata-mata berorientasi pada hukuman pidana semata. Ketiga, saya juga menimbang bahwa hukuman harus mampu memberikan efek jera sekaligus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, hukuman ringan diharapkan mampu memenuhi tujuan tersebut tanpa memberatkan secara tidak proporsional. Selain itu, saya juga menilai bahwa kondisi memberatkan yang ada tidak cukup signifikan untuk menghapus seluruh aspek pertimbangan lain yang meringankan, sehingga secara keseluruhan, hukuman yang dijatuhkan tetap memperhatikan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanusiaan.[footnoteRef:20] [20: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan, serta memastikan bahwa hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya. Hakim juga menyoroti beberapa faktor yang menjadi dasar pemberian hukuman ringan, meskipun ada kondisi memberatkan, seperti penekanan pada penyesalan tulus, tanggung jawab, dan usaha memperbaiki diri menunjukkan bahwa aspek moral dan psikologis terdakwa menjadi pertimbangan utama. Hal ini mencerminkan pendekatan humanis yang menghargai aspek moral dalam proses peradilan. Hakim juga menimbang bahwa terdakwa masih muda dan memiliki potensi rehabilitasi menandakan bahwa hakim mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada masa depan dan kemungkinan perubahan perilaku. Aspek sosial terdakwa juga diakui sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku dan peluang perbaikan.
Menurut analisis peneliti, hakim menegaskan bahwa hukuman harus mampu memberikan efek jera sekaligus memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini mengintegrasikan tujuan pidana untuk mengedepankan aspek preventif dan rehabilitatif. Hakim juga menyatakan bahwa kondisi memberatkan tidak cukup signifikan untuk menghapus pertimbangan meringankan lain. Ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan faktor memberatkan mendominasi seluruh pertimbangan hukuman. Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa keputusan hukuman diambil berdasarkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanusiaan. Ini menandakan bahwa proses penjatuhan hukuman dilakukan secara hati-hati dan berimbang.
Dengan demikian, jawaban ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal tetapi juga memperhatikan aspek moral dan rehabilitatif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan memberi peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, serta menunjukkan perhatian terhadap konteks sosial dan psikologis.
Jawaban hakim menunjukkan pemahaman yang matang dan komprehensif tentang pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam penjatuhan hukuman. Meskipun terdapat kondisi memberatkan, hakim tetap mengedepankan prinsip keadilan yang proporsional dan berorientasi pada masa depan terdakwa. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek keadilan dan asas-asas hukum yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan hukuman ringan dalam putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn yaitu hakim telah mempertimbangkan secara matang aspek keadilan dan asas-asas hukum dalam menetapkan hukuman ringan meskipun terdapat kondisi memberatkan. Aspek keadilan yang diutamakan adalah pemberian hukuman yang proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa, serta memperhatikan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi. Hakim juga telah mengacu pada asas keadilan restoratif dan asas keadilan sosial, yang menuntut adanya keseimbangan antara hak terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang tidak berlebihan dan kebutuhan masyarakat akan efek jera. Asas legalitas tetap dijunjung tinggi, di mana hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun disesuaikan dengan fakta dan kondisi terdakwa, seperti usia dan niat baik terdakwa. Selain itu, penerapan prinsip keadilan substantif dan keadilan prosedural terlihat dari upaya hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi individual terdakwa, serta memperhatikan aspek rehabilitasi. Dengan demikian, penetapan hukuman ringan tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan material, serta mengedepankan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana.
C. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukuman Ringan Kasus Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Pada dasarnya hukuman pidana merupakan pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan, dengan harapan hukuman tersebut memberikan dampak tertentu bagi individu yang dijatuhi pidana. Efektivitas hukuman akan dirasakan langsung oleh terpidana apabila keputusan hakim dijalankan secara optimal. Tujuan utama dari pemidanaan adalah mencegah terpidana mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Dengan pelaksanaan pemidanaan, tujuan dari pemberian hukuman baru dapat direalisasikan sepenuhnya.
Hukuman adalah sanksi atau pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan, serta mendorong pelaku untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.
Sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hakim harus terlebih dahulu membuat pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum adalah alasan-alasan yang mendasari hakim dalam memutuskan suatu perkara, termasuk dalam menentukan hukuman yang tepat. Pertimbangan ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, bukti-bukti yang diajukan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Tujuan pertimbangan hukum tersebut adalah untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, menjaga agar proses peradilan berjalan secara objektif dan tidak sewenang-wenang, memberikan dasar hukum yang kuat dan logis atas keputusan yang diambil.
Pertimbangan hukum ini menjadi dasar utama dalam menjatuhkan hukuman dan memastikan bahwa keputusan hakim tidak bertentangan dengan aturan hukum serta prinsip keadilan. Dengan demikian, pertimbangan ini harus lengkap, logis, dan beralasan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Pertimbangan yang diambil oleh hakim adalah bagian penting dari proses hukum pidana karena menjadi landasan untuk menilai keadilan yang hakiki bagi kedua pihak, baik terdakwa maupun korban. Terkait kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, peran hakim tidak hanya terbatas pada penerapan undang-undang, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang ada di masyarakat. Menurut Duha, keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya merupakan penerapan hukum yang tertulis, tetapi merupakan hasil dari analisis yang mendalam mengenai aspek hukum dan non-hukum. Aspek hukum mencakup pemenuhan elemen-elemen tindak pidana, evaluasi barang bukti, dan penerapan norma hukum, sementara aspek non-hukum meliputi faktor sosial dan ekonomi yang dialami oleh terdakwa, alasan di balik tindakan tersebut, keadaan psikologis, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak kejahatan tersebut.[footnoteRef:21] [21: Jeswin Ariyanto Duha, Op.Cit., hlm. 15.] 

Dalam kasus putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut di atas, majelis hakim mengambil putusan bahwa terdakwa telah terbukti secara resmi dan meyakinkan telah melakukan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan. Hakim berpendapat bahwa semua elemen Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 1946 dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP 2023 sudah terpenuhi, mulai dari istilah “barangsiapa”, “mengambil barang milik orang lain”, hingga kondisi “dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, dan “secara bersama-sarna dan bersekutu”. Pembuktian dilakukan secara terstruktur berdasarkan pernyataan dari saksi korban, saksi yang melapor, alat bukti keterangan saksi dan barang bukti, serta pengakuan dari terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip legalitas (nullum crimen sine lege) dan prinsip bukti yang objektif serta rasional sesuai dengan penjelasan Suryono (2020) bahwa “putusan yang adil muncul dari keyakinan hakim yang didukung oleh bukti yang sah dan tidak menimbulkan keraguan”.[footnoteRef:22] [22: Suryono, Hukum Acara Pidana dan Penerapan Asas Pembuktian, Prenada Media, Jakarta, (2023), hlm. 132. ] 

Dalam aspek hukum, hakim secara tegas menyatakan bahwa untuk mendapatkan 7 potong besi asset Telkomsel tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara Markun dengan cara memanjat pagar tembok yang sengaja dibangun PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut untuk melindungi asetnya dari gangguan keamanan dan pencurian dari orang yang tidak bertanggungjawab. Perbuatan “memanjat” tersebut menunjukkan bahwa unsur pemberatan telah terpenuhi. Dengan begitu, hakim menerapkan pendekatan hukum positif dalam menilai tindakan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan hakim untuk menjatuhkan keputusan berdasar minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan dari hakim. Aspek ini menunjukkan penerapan keadilan formal yang kuat, di mana setiap elemen pasal diuji dengan bukti empiris selama persidangan.
Namun, keunikan dari putusan ini terletak pada cara hakim menyelaraskan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Berdasarkan pengamatan di Pengadilan Negeri Medan, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti keadaan sosial dan ekonomi terdakwa. Kedua terdakwa diketahui berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang baik, dengan hasil pencurian hanya sebesar Rp 3.000.000 yang bertujuan untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor usia muda terdakwa, dan profesi terdakwa sebagai pengangguran juga diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian Jeswin Ariyanto Duha[footnoteRef:23] dan Nainggolan[footnoteRef:24] yang menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi sering menjadi dasar bagi hakim dalam mengevaluasi tingkat kesalahan dan menentukan ringan-beratnya hukuman. Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan bagi terdakwa. Perbedaan lamanya hukuman ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana (individualization of punishment), yakni setiap pelaku dipertimbangkan berdasarkan peran, niat, dan kontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Pendekatan ini sesuai dengan teori keadilan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles dan diadopsi dalam sistem hukum modern, bahwa keadilan bukan berarti setiap orang diperlakukan sama, tetapi setiap orang menerima perlakuan sesuai kadar kesalahannya.[footnoteRef:25] [23: Jeswin Ariyanto Duha, Op.Cit., hlm. 15.]  [24: Nainggolan dkk, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Medan), Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 20, No. 2, (2023), hlm. 388.  ]  [25: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Progresif, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2021), hlm. 21.  ] 

Selain itu, hakim juga memperhatikan nilai moral dan sosial yang terkandung dalam tindak pidana. Putusan ini menegaskan bahwa pencurian bukan hanya pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga pelanggaran terhadap rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan moral menjadi bagian integral dari aspek non-yuridis sebagaimana disampaikan oleh Iman Alirahman[footnoteRef:26] bahwa keadilan tidak semata ditentukan oleh norma hukum, melainkan juga oleh konteks sosial dan moral dari pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial tetapi juga fungsi sosial, yakni menanamkan efek jera bagi pelaku dan rasa keadilan bagi korban. [26: I. Alirahman, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Analisa Putusan Nomor 1152/Pid.B/2025/PN Tng, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 2, (2025), hlm. 474. ] 

Meskipun begitu, dari segi analisis akademis, masih ada peluang untuk mengevaluasi cara hakim memberikan pertimbangan. Pertama, hakim belum menjelaskan secara jelas mengenai aspek rehabilitasi dalam keputusan yang diambil. Dalam situasi yang memiliki motif ekonomi rendah dan tanpa kekerasan, seharusnya hakim dapat mengeksplorasi pilihan hukuman lain seperti kerja sosial atau bimbingan di luar penjara sebagaimana dicatat oleh Marwan Effendy[footnoteRef:27] yang berpendapat bahwa hukuman penjara sebaiknya dijadikan solusi terakhir, bukan satu-satunya opsi. Kedua, belum tampak adanya penerapan pedoman hukuman terpadu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian pidana, yang hendaknya dijadikan referensi oleh hakim untuk mencegah perbedaan hukuman pada kasus-kasus serupa. [27: Marwan Effendi, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek, Genta Press, Yogyakarta, (2021), hlm. 13.] 

Namun demikian, secara praktis, pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini menunjukkan penerapan nilai-nilai keadilan yang substansial. Ini terlihat dari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sosial. Kepastian hukum tercermin dari penerapan pasal secara tepat dan logis. keadilan terlihat melalui pertimbangan terhadap latar belakang terdakwa dan proporsionalitas hukuman, sedangkan kemanfaatan sosial hadir melalui efek jera yang diharapkan dapat menekan angka kejahatan serupa di masyarakat Medan. Pendekatan integratif ini sejalan dengan teori threefold ideals of law dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmässigkeit) secara seimbang.[footnoteRef:28] [28: Muhammad Tahir Laming, Op.Cit., hlm. 272.] 

Dengan demikian, pola pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan memperlihatkan orientasi pada keadilan kontekstual yang berlandaskan keseimbangan antara aspek normatif dan empiris. Hakim tidak semata menjadi corong undang-undang (the mouth of the law), tetapi berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam putusan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tengah bergerak menuju paradigma restorative justice yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa praktik peradilan di Pengadilan Negeri Medan telah berupaya menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.
Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman ringan dalam kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn dapat diuraikan berdasarkan hasil wawancara berikut ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apa saja faktor utama yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan hukuman ringan meskipun terdapat keadaan memberatkan dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut, yaitu:
Dalam menentukan hukuman ringan meskipun terdapat keadaan memberatkan dalam putusan nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn, saya mempertimbangkan beberapa faktor utama. Pertama, saya melihat bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersikap kooperatif selama proses persidangan, yang menunjukkan adanya niat untuk memperbaiki diri. Kedua, faktor usia terdakwa yang masih muda menjadi pertimbangan penting, karena usia muda memiliki potensi rehabilitasi dan kesempatan untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Ketiga, saya juga memperhatikan bahwa meskipun ada kondisi memberatkan, perbuatan terdakwa tidak menunjukkan niat jahat yang ekstrem dan tidak mengancam keamanan masyarakat secara signifikan. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa pemberian hukuman yang terlalu berat tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan pembinaan, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan harapan agar terdakwa memperoleh kesempatan untuk menjalani hukuman yang dapat mendukung proses rehabilitasi. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, saya memutuskan menetapkan hukuman yang lebih ringan namun tetap adil dan proporsional.[footnoteRef:29] [29: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada prinsip keadilan restoratif dan aspek kemanusiaan dalam penjatuhan hukuman. Hakim menempatkan penekanan pada potensi rehabilitasi terdakwa, terutama dengan mempertimbangkan usia muda dan sikap penyesalan yang tulus. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga hukuman harus proporsional dan mendukung proses tersebut. 
Menurut analisis peneliti, dengan menyoroti bahwa terdakwa bersikap kooperatif dan menunjukkan penyesalan, hakim menunjukkan bahwa aspek sikap dan mental terdakwa menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan tingkat hukuman. Ini menunjukkan bahwa unsur-unsur subjektif terdakwa dipandang sebagai indikator untuk menentukan hukuman yang tidak terlalu berat. Hakim juga menyebutkan bahwa meskipun ada kondisi memberatkan, perbuatan terdakwa tidak menunjukkan niat jahat ekstrem dan tidak membahayakan masyarakat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian komprehensif terhadap fakta-fakta kasus, dan tidak hanya berfokus pada faktor memberatkan, melainkan juga menilai konteks dan tingkat keparahan tindakan.
Menurut analisis peneliti, hakim juga menyebutkan bahwa pemberian hukuman berat tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan pembinaan, menegaskan bahwa hukuman harus seimbang antara manfaat hukuman dan aspek kemanusiaan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas keadilan distributif dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Jawaban ini menunjukkan bahwa hakim mengintegrasikan kebijakan hukum yang menekankan rehabilitasi dan pencegahan daripada semata-mata hukuman punitif. Hal ini sejalan dengan tren reformasi hukum pidana yang menempatkan aspek kemanusiaan dan pembinaan terdakwa sebagai prioritas.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum, jawaban hakim mencerminkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Penekanan pada faktor-faktor personal terdakwa, seperti penyesalan dan usia, serta penilaian terhadap konteks kasus, memperlihatkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan aspek hukuman dan upaya pembinaan, sekaligus menjaga integritas prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana hakim menilai peran faktor niat dan sikap terdakwa saat memutuskan hukuman kasus pencurian dalam putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut, yaitu:
Melihat kasus ini, saya ingin menekankan bahwa peran niat dan sikap terdakwa sangatlah penting dalam penentuan hukuman. Saya telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah dipresentasikan selama proses persidangan. Dalam kasus ini, terdakwa telah melakukan tindakan pencurian yang melibatkan barang milik orang lain. Namun, saya ingin menekankan bahwa terdakwa tidak memiliki sejarah pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya. Mereka juga tidak memiliki motif yang kuat untuk melakukan tindakan seperti itu. Saat saya mempertimbangkan niat terdakwa, saya melihat bahwa mereka menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersikap kooperatif selama proses persidangan. Mereka telah mengakui kesalahan mereka dan bersedia menerima konsekuensi hukum. Saya juga melihat bahwa terdakwa telah menunjukkan kemauan untuk memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan tindakan seperti itu. Sikap terdakwa juga sangat penting dalam penentuan hukuman. Mereka telah menunjukkan sikap yang hormat dan menghormati hak-hak orang lain. Mereka telah memahami bahwa tindakan mereka telah melanggar hak-hak orang lain dan telah menunjukkan kerelaan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa peran niat dan sikap terdakwa sangatlah penting dalam penentuan hukuman. Saya telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah dipresentasikan selama proses persidangan dan telah memutuskan hukuman yang sesuai dengan tindakan terdakwa. Saya berharap bahwa terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan tindakan seperti itu. Saya juga berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dan menekankan pentingnya memahami hak-hak orang lain dan menjaga keselarasan dengan masyarakat.[footnoteRef:30] [30: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka mempertimbangkan peran faktor niat dan sikap terdakwa dalam penentuan hukuman. Mereka menekankan bahwa niat dan sikap terdakwa sangat penting dalam penentuan hukuman dan telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah dipresentasikan selama proses persidangan. Hakim juga menekankan bahwa terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersikap kooperatif selama proses persidangan. Mereka juga menekankan bahwa terdakwa telah menunjukkan kemauan untuk memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan tindakan seperti itu.
Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan dalam penentuan hukuman, termasuk peran niat terdakwa. Hakim menekankan bahwa niat terdakwa sangat penting dalam penentuan hukuman. Mereka melihat bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersikap kooperatif selama proses persidangan. Faktor tidak ada sejarah pernah melakukan tindakan kriminal, hakim menyebutkan bahwa terdakwa tidak memiliki sejarah pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pelaku tindakan kriminal yang berulang-ulang. Faktor tidak ada motif yang kuat, hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa tidak memiliki motif yang kuat untuk melakukan tindakan seperti itu, yang menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak didorong oleh kepentingan pribadi atau keuntungan yang besar.
Hakim juga menyebutkan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah dipresentasikan selama proses persidangan, yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan analisis yang komprehensif dalam mengambil keputusan. Namun, peneliti juga ingin mengemukakan beberapa pertanyaan dan saran untuk memperjelas jawaban hakim tentang bagaimana hakim menilai tingkat kesadaran terdakwa tentang hukum dan hak-hak orang lain.
Menurut majelis hakim, setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah dipresentasikan selama proses persidangan, hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah menunjukkan kesadaran yang cukup tentang konsekuensi tindakan mereka. Pada saat proses persidangan, terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersikap kooperatif. Mereka telah memahami bahwa tindakan mereka telah menyebabkan kerugian bagi korban dan telah menunjukkan keinginan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Selain itu, terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban dan telah menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini di masa depan. Dengan demikian, hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah menunjukkan kesadaran yang cukup tentang konsekuensi tindakan mereka dan telah menunjukkan keinginan untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Peneliti juga ingin mengemukakan pertanyaan untuk memperjelas jawaban hakim tentang bagaimana hakim menilai peran faktor sosial dan ekonomi dalam tindakan terdakwa, apakah terdakwa telah menghadapi tekanan sosial atau ekonomi yang mempengaruhi tindakan mereka.
Hakim menjelaskan bahwa pada saat menilai peran faktor sosial dan ekonomi dalam tindakan terdakwa, hakim telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah dipresentasikan selama proses persidangan. Setelah melihat semua informasi yang ada, hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang cukup besar yang mempengaruhi tindakan mereka. Terdakwa berasal dari keluarga yang kurang mampu dan telah mengalami kesulitan ekonomi selama beberapa tahun terakhir.
Terdakwa juga telah mengaku bahwa mereka telah merasa terpaksa untuk melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hakim juga telah melihat bukti bahwa terdakwa telah menghadapi tekanan dari kelompok sosial mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, hakim juga ingin menekankan bahwa keterlibatan terdakwa dalam tindakan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan tanggung jawab mereka. Terdakwa masih harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima konsekuensi hukum yang sesuai. Dengan demikian, hakim menilai bahwa faktor sosial dan ekonomi telah memainkan peran dalam tindakan terdakwa, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan tanggung jawab mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang sejauh mana usia dan latar belakang sosial terdakwa mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan dalam putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut, yaitu:
Pertimbangan mengenai usia dan latar belakang sosial terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman yang tepat. Dalam kasus ini, saya telah mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum menjatuhkan hukuman. Terdakwa memiliki usia yang relatif muda, yaitu 20 tahun. Saya percaya bahwa usia ini masih sangat muda dan terdakwa masih memiliki waktu untuk berubah dan memulai hidup yang baru. Dalam hal latar belakang sosial, terdakwa berasal dari keluarga yang kurang mampu dan telah mengalami kesulitan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Saya percaya bahwa latar belakang sosial ini dapat mempengaruhi tindakan terdakwa dan membuat mereka terpaksa untuk melakukan tindakan yang tidak tepat. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, saya berpendapat bahwa terdakwa memerlukan hukuman yang lebih ringan dan rehabilitatif, sehingga dapat membantu mereka untuk memulai hidup yang baru dan lebih positif. Dalam menjatuhkan hukuman, saya telah mempertimbangkan pasal-pasal yang relevan, serta kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya menjatuhkan hukuman ringan, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa, yang diharapkan dapat membantu mereka untuk berubah dan memulai hidup yang baru. Dengan demikian, saya berharap bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat membantu terdakwa untuk memulai hidup yang lebih positif dan produktif, serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama.[footnoteRef:31] [31: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menilai bahwa usia terdakwa yang masih muda (20 tahun) menjadi faktor penting dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Penekanan pada potensi terdakwa untuk berubah dan memulai hidup baru menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi. Penilaian ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, di mana usia muda dianggap sebagai peluang untuk pembinaan dan perubahan perilaku.
Hakim telah menjelaskan bahwa latar belakang sosial, seperti berasal dari keluarga kurang mampu dan mengalami kesulitan ekonomi, mempengaruhi tindakan terdakwa. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor sosial sebagai bagian dari konteks yang memengaruhi perilaku terdakwa, yang selanjutnya memengaruhi pertimbangan pemberian hukuman ringan. Kemudian hakim juga menyatakan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, ia mempertimbangkan pasal-pasal yang relevan dan kebutuhan terdakwa akan rehabilitasi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan manusiawi, tidak semata-mata menghukum tetapi juga memperhatikan kemungkinan perubahan dan perbaikan terdakwa.
Menurut analisis peneliti, hukuman yang dijatuhkan sebesar 1 tahun 6 bulan dianggap sebagai hukuman yang ringan dan rehabilitatif. Hakim berharap hukuman ini dapat membantu terdakwa untuk berubah dan memulai hidup baru, menunjukkan orientasi pada proses reintegrasi sosial. Hakim juga berharap hukuman ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama, menegaskan bahwa hukuman tidak hanya sebagai sanksi tetapi juga sebagai pesan sosial. Dengan demikian, jawaban hakim menunjukkan pendekatan yang manusiawi dan mempertimbangkan faktor sosial serta usia terdakwa secara proporsional. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang menyeimbangkan antara faktor memberatkan dan faktor meringankan yang ada dalam kasus putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut, yaitu:
Dalam menjatuhkan putusan, saya berusaha untuk menyeimbangkan secara objektif antara faktor memberatkan dan faktor meringankan yang ada dalam kasus ini. Faktor memberatkan, seperti perbuatan terdakwa yang telah merugikan orang lain dan menunjukkan kesalahan yang serius, saya anggap sebagai hal yang harus mendapatkan perhatian utama agar keadilan ditegakkan. Di sisi lain, faktor meringankan, seperti usia terdakwa yang masih muda, niat untuk memperbaiki diri, serta latar belakang sosial yang kurang mampu, saya nilai sebagai hal yang dapat membantu terdakwa memperoleh hukuman yang lebih ringan. Dalam proses pertimbangan, saya menilai bahwa faktor meringankan lebih dominan. Faktor meringankan tetap saya pertimbangkan sebagai penunjang agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat, dan tetap memberikan peluang bagi terdakwa untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang seimbang, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, demi keadilan, kepastian hukum, serta memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.[footnoteRef:32] [32: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

Menurut analisis peneliti, peneliti dapat mengamati bahwa hakim berusaha bersikap objektif dan berimbang dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan secara proporsional antara faktor memberatkan dan faktor meringankan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan. Hakim juga menegaskan bahwa faktor memberatkan, seperti perbuatan yang merugikan orang lain dan kesalahan serius, menjadi perhatian utama untuk menegakkan keadilan. Sebaliknya, faktor meringankan seperti usia muda, niat memperbaiki diri, dan latar belakang sosial yang kurang mampu dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi beban hukuman. Peneliti dapat menyoroti bahwa hakim menilai bahwa faktor meringankan lebih dominan, yang menunjukkan niat untuk memberikan hukuman yang tidak bersifat keras, tetapi tetap adil dan manusiawi.
Menurut analisis peneliti, dengan mempertimbangkan bahwa faktor meringankan mendominasi dan hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat, hakim menunjukkan orientasi pada rehabilitasi dan kesempatan terdakwa untuk memperbaiki diri. Ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidana. Keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seimbang, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, mencerminkan upaya mencapai keadilan substantif, kepastian hukum, dan aspek sosial.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang pertimbangan khusus terkait efektivitas hukuman ringan dalam memberikan efek jera kepada terdakwa, yaitu:
Saya berpendapat bahwa efektivitas hukuman ringan dalam memberikan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat harus dilihat dari konteks dan tujuan dari pemberian hukuman tersebut. Hukuman ringan memang tidak selalu mampu memberikan efek jera secara maksimal kepada terdakwa, terutama jika perbuatannya tergolong serius. Namun, dalam kasus tertentu, hukuman ringan dapat menjadi bagian dari pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa dan memotivasi mereka agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, efek jera tidak hanya bergantung pada besarnya hukuman, tetapi juga pada keadilan dan kepastian hukum yang ditegakkan. Jika hukuman ringan disertai dengan pengawasan yang ketat, proses rehabilitasi, dan edukasi mengenai akibat perbuatan, maka diharapkan dapat memberikan efek jera yang cukup kepada terdakwa maupun masyarakat secara umum. Di sisi lain, hukuman yang terlalu berat tanpa memperhatikan aspek rehabilitatif justru berpotensi menimbulkan resistensi dan tidak optimal dalam mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukuman ringan dalam memberikan efek jera harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari aspek sanksinya saja, tetapi juga dari proses pembinaan dan pengawasan yang menyertainya. Dalam konteks kasus ini, saya memandang bahwa pemberian hukuman ringan dapat efektif jika diimbangi dengan program rehabilitasi dan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga terdakwa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat merasa yakin bahwa sistem peradilan mampu memberikan keadilan sekaligus mendukung proses pemulihan.[footnoteRef:33] [33: Hasil wawancara dengan Bapak Asad Rahim Lubis selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban tersebut menunjukkan bahwa hakim menekankan pentingnya melihat efektivitas hukuman ringan secara holistik dan kontekstual. Hakim tidak hanya fokus pada besarnya hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pengawasan, dan edukasi. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa efektivitas hukuman tidak hanya bergantung pada aspek formal sanksi, melainkan juga pada proses rehabilitatif yang menyertainya.
Hakim juga menyadari bahwa hukuman ringan mungkin tidak mampu memberikan efek jera maksimal jika tidak didukung oleh proses pembinaan dan pengawasan yang efektif. Peneliti dapat menilai bahwa jawaban ini mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek hukuman sebagai bentuk keadilan dan aspek rehabilitasi sebagai upaya pencegahan pengulangan kejahatan.
Hakim juga mengakui bahwa hukuman ringan tidak selalu efektif jika perbuatannya tergolong serius, namun tetap dapat menjadi bagian dari strategi rehabilitatif yang komprehensif. Peneliti dapat menyoroti bahwa hal ini menunjukkan kesadaran hakim terhadap batasan hukuman formal dan pentingnya pelaksanaan program pembinaan yang berkelanjutan.
Peneliti dapat menilai bahwa jawaban hakim menekankan bahwa efektivitas hukuman tidak hanya bergantung pada aspek sanksi, tetapi juga pada keadilan dan kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut tetap menjadi prioritas dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks praktis, jawaban ini mengandung implikasi bahwa sistem peradilan harus mengintegrasikan program rehabilitasi dan pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas hukuman ringan. Peneliti dapat menilai bahwa gagasan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan upaya mengurangi residivisme. Dengan demikian, secara umum jawaban hakim tersebut menunjukkan pemikiran yang matang dan berorientasi pada pendekatan rehabilitatif serta pencegahan pengulangan kejahatan. Peneliti kemungkinan akan menilai bahwa pernyataan ini mencerminkan prinsip keadilan yang progresif dan menegaskan bahwa hukuman harus didukung oleh proses pembinaan yang berkelanjutan untuk mencapai efektivitas maksimal.
Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, bahwa pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan justru mendapatkan hukuman ringan menurut analisis peneliti disebabkan oleh berbagai faktor yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum membuat keputusannya. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa alasan mengapa dalam putusan tertentu terkait kasus pencurian yang memberatkan pelaku justru dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Beberapa faktor tersebut meliputi:
1. Pertimbangan Peradilan terhadap Hal-Hal yang Meringankan:
Meskipun ada faktor memberatkan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti pelaku menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum sebelumnya, atau bertindak di bawah tekanan emosional.
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Pelaku:
Hakim seringkali mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi pelaku. Jika pelaku berasal dari keluarga kurang mampu atau dalam kondisi ekonomi yang sulit, hakim mungkin memutuskan hukuman yang lebih ringan sebagai bentuk keadilan sosial.
3. Tujuan Penghukuman:
Sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman berat, tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Hukuman yang lebih ringan bisa dimaksudkan agar pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.
4. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku:
Kadang kala, peraturan hukum memiliki ketentuan tertentu yang membatasi besarnya hukuman, atau ada ketentuan khusus yang mengatur pengurangan hukuman dalam kondisi tertentu.
5. Pertimbangan Kasus Tertentu:
Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim mungkin berpendapat bahwa faktor memberatkan tidak cukup kuat atau bahwa faktor-faktor lain yang menguntungkan pelaku lebih dominan, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak setara dengan ancaman hukuman maksimum.
6. Pengaruh Strategi Pembelaan:
Strategi pembelaan yang efektif bisa mempengaruhi putusan hakim, sehingga hukuman menjadi lebih ringan meskipun ada faktor memberatkan.
Secara umum, keadilan dalam putusan pidana tidak hanya melihat satu sisi faktor, tetapi proses penilaian secara menyeluruh oleh hakim yang mempertimbangkan semua aspek terkait kasus dan karakter pelaku.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman ringan kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn yaitu meliputi faktor keadilan dan kepastian hukum, faktor rehabilitasi terdakwa, serta pertimbangan kemanfaatan sosial. Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian hukuman ringan dapat memperhatikan kondisi terdakwa yang menunjukkan itikad baik dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya, serta bertujuan untuk memotivasi proses rehabilitasi dan mencegah residivisme. Selain itu, faktor keadaan memberatkan yang ada dalam kasus tersebut tidak sepenuhnya meniadakan peluang pemberian hukuman yang lebih ringan, apabila didukung dengan proses pembinaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, penetapan hukuman ringan tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan rehabilitatif, guna mencapai keadilan substantif dan efektivitas sistem peradilan pidana.
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